| SALINAN |

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASMAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa untuk
menjamin penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten/Kota,
dibentuk satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Asmat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 [tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang—Undangi Menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republi;k Indonesia Tahun
2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547); ’

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20i7 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republj%k Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagain;mna telah diubah
dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah ,Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang | (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahah
Lembaran Negara Republik Indonesila Nomor 6863);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
377); |

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Jenderal Komisi Pemilihan Umum,| Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan ;Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi | Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172);

!

MEMUTUSKAN: j
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN| TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN|ASMAT
J
Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi | Pemilihan Umum
Kabupaten Asmat yang terdiri dari :
Penanggungjawab;
Koordinator;
Sub Koordinator;

Penyelenggara,;

Sub Penyelenggara; |

o0 b

Anggota; dan !

7. Operator |

Susunan kelompok kerja Satuan Tugas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asmat sebagaimana dimaL::sud dalam Diktum
KESATU tercantum dalam Lampiralg Keputusan yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkah dari Keputusan ini.
Wewenang dan tanggung jawab kelompok kerja Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Asmat sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagai berikut :




KEEMPAT

1. melaksanakan koordinator intern tahapan
penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah yang

meliputi persiapan, pelaksanaan, dan|pelaporan;

2. melaksanakan sosjalisasi dan bimbingan teknis penerapan
petunjuk teknis dan standar operasional prosedur
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
dan

3. melaksanakan koordinasi dengan | Perwakilan Badan
Pengawas Keunagan dan Pembahgunffm.

Tugas kelompok kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah sebali‘gaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU melaksankan tugas sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab, dengan tugas seb.'agai berikut:

a. mengarahkan  dan bertanggunlg jawab  dalam
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

b. melaksanakan pengendalian untukI menjamin kualitas
penyelenggaraan Sistem Pen!gendalian Intern
Pemerintah;

c. melakukan monitor Ing terhadap penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerirlitah.

2. Koordinator, dengan tugas sebagi berikut:

a. merumuskan dan menyusun renca.nia tindak serta jadwal
kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah
ditetapkan; ‘

b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan tim Satuan Tugas; !

c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Sub Bagian; !

d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas
Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan




€.

menyampaikan laporan  penyelenggaraan = Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah kepada
Penanggungjawab.

3. Sub Koordonator, dengan tugas sebagai berikut;

a.

merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal
kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah
ditetapkan;

. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

pada Sub Bagian; dan
menyampaikan laporan penyeljenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah kepEada Koordinator

4. Penyelenggara, dengan tugas sebagai berikut:

a.

mengelola administrasi, keuangani, dan dokumentasi
kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

. membantu koordinator dalam 'merumuskan dan

menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
mendokumentasikan pelaksalnaan kegiatan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam
rangka penerapan Sistem = Pengendalian Intern

Pemerintah; f

. membantu dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring

penyelenggaraan Sistem Pengenda]jian Intern Pemerintah
pada Sub Bagian;

membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi
dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dan Inspektorat Utama

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;




g. melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan
dokumen pendukung kartu kendali; dan

h. menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak
penyenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan
kebijakan yang telah ditetapkan; |

b. membantu mengidentifikasi dan mienetapkan kegiatan
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi
di masing-masing Sub Bagian; ,

¢. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dalém setiap kegiatan di
masing-masing Sub Bagian; l

d. membantu dalam memantau 1;3roses pelaksanaan
kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
masing-masing Sub Bagian,;

e. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian
sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari
tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;

f. Mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

g. membantu melakukan pengisian | kartu kendali dan
pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali; dan

h. Membantu melaporkan hasil pelaksanaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
kepada Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Asmat
6. Operator Sistem Pengendalian Interﬂ Pemerintah, dengan
tugas sebagai berikut:
a. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi
kartu kendali;
b. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
c. membantu melaporkan hasil pelaksanaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern



Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Asmat kepada Penyelenggara
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI

ttd.
ALOISIA HAHARE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASMAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBEI‘\TTUKAN

SATUAN

TUGAS SISTEM PEN(j}ENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

|
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

1

KEDUDUKAN
NO. NAMA JABATAN ' DALAM SATGAS
1. Aloysia Hahare i::;::t KPU Kabupaten Penanggungjawab
Anggota KPU Kabupaten :
2. Hirominus Markus Fofid | Asmat (Divisi Teknis Pengarah
' Penyelenggaraan Pemilu)
Anggota KPU Kabupaten
Asmat (Divisi Sosia]isa}si,
3. Maman Asfiadin Hubungan Masyarakat Pengarah
Pendidikan Pemilih dan
SDM)
Anggota KPU Kabupaten
4. Andi Baso Erwadi Asmat (Divisi Pengarah
Perencanaan Data dan
Informasi)
Anggota Komisi :
Pemilihan Umum .
2. Abraham Jamlean Kabupaten Asmat Divisi Koordinator
Hukum dan pengawasn
Sekretaris Komisi ! Penyenlenggara
3. Cristine Henny Joenso Pemilihan Umum |
Kabupaten Asmat [
Kepala Sub Bagian | Sub
4. John Saranga Teknis Penyelenggaragn Penyelenggara
Pemilu dan Hukum
Kepala Sub Bagian Sub
5. Widi Puji Atmojo Perencanaan Data dan
. Penyelenggara
Informasi
Kepala Sub Bagian Sub
6. Natalia Rosa Kiambe Keuangan, Umum dan
Penyelenggara

Logistik




KEDUDUKAN
NO. NAMA JABATAN DALAM SATGAS
Kepala Sub Bagian Sub
7. Diko Fitriansyah Ashari | Partisipasi Hubungan Perpalenpars
Masyarakat dan SDM
8. Juwita Clara | Maniagasi | Staf Pelaksana Anggota
9. Thomas Imbiri Sataf Pelaksana Anggota
Anggota
Merangkap
10. | Kalep Daipin Staf Pelaksana Siperatar Shetem
Pengendalian
Interen
Pemerintah
11. | Budi Santoso Staf Pelaksana Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 7 Januri 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT ,

ttd.

ALOYSIA HAHARE




